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ABSTRAK
PENGGUNAAN E-BUPOT UNIFIKASI DAN KEPATUHAN PELAPORAN
PAJAK UNIFIKASI PADA DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI
LAMPUNG TAHUN 2022

Oleh :
BIDARI KHOTIJAH

Sektor perpajakan menjadi sumber pendapatan Negara yang paling tinggi. Dengan
hal tersebut perpajakan menjadi fokus penting untuk peningkatan perekonomian
Negara.Bendahara Instansi pemerintah merupakan salah satu wajib pajak yang ada
di Indonesia.Bendahara Instansi pemerintah sebagai wajib pajak memiliki
kewajiban untuk melaksanakan pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak.
Kewajiban khusus ini didampingi juga dengan aplikasi berbasis web E- Bupot
Unifikasi yang mampu membawa kemudahan dalam proses kegiatan perpajakan
karena dengan satu aplikasi web dapat melaksanakan beberapa kewajiban pasal
dalam satu masa. Di samping hal tersebut kemudahan yang ditawarkan
menggunakan E- Bupot Unifikasi haruslah didampingi dengan kepatuhan baik
penyetoran dan pelaporan pajak unifikasi. Adanya kekurangan prosedur di Dinas
Koperasi dan UKM Provinsi Lampung mengharuskan adanya penelitian terkait e-
bupot unifikasi yang menyebabkan kewajiban perpajakan belum terlaksana secara
menyeluruh.

Kata Kunci: Pajak unifikasi, Bendahara, E-Bupot
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam Undang — undang dasar 1945 pasal 23 terdapat kalimat “Segala pajak untuk
keperluan negara berdasarkan undang — undang”. Kalimat tersebut muncul pada
sidang BPUPKI pada tanggal 14 Juli 1945. Hal terbut menjadi dasar penetapan hari
pajak di Indonesia. Reformasi undang — undang perpajakan di Indonesia dimulai
pada tahun 1983 dengan terbitnya 5 undang undang perpajakan. Pada tahun 2016
diadakan program Tax Amnesty sebagai bentuk reformasi perpajakan. Saat ini
reformasi perpajakan indonesia tertuang dalam 5 pilar utama yaitu, Organisasi.

SDM, IT dan basis data, proses bisnis serta Peraturan perpajakan.

Perpajakan Indonesia memiliki 3 sistem pemungutan pajak yaitu, Self Assesment
system, Official Assesment system dan Withholding Assesment sysytem. Sistem
pemungutan pajak ini menjadi acuan dalam menghitung total pajak yang wajib
dibayarkan setiap wajib pajak. Setiap sistem pemungutan perpajakan memiliki
bentuk dan sasarannya masing masing untuk tiap wajib pajak. Semua sistem
pemungutan pajak mengatur hak dan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak.

Undang — Undang nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi peraturan perpajakan
(UU HPP) merupakan peraturan perpajakan terbaru yang mengubah beberapa

regulasi perpajakan terkait dengan Undang — undang KUP, Undang — undang PPh,
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Undang — undang PPN, serta undang - undang cukai. Selain perubahan ketentuan

dalam UU HPP juga terdapat peraturan mengenai program pengungkapan sukarela

(PPS) dan pajak karbon.

Undang Undang Harmonisasi peraturan perpajakan (UU HPP) Memiliki lima

tujuan utama antara lain:

a)

b)

d)

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang memiliki keberlanjutan serta
dapat mendukung percepatan pemulihan ekonomi bagi Indonesia.
Mengoptimalkan penerimaan pajak untuk membiayai pembangunan nasional
dengan mandiri.

Mewujudkan sistem perpajakan Indonesia yang berkeadilan serta
berkepastian hukum

Melaksanakan reformasi administrasi, kebijakan perpajakan yang
konsolidatif serta perluasan basis perpajakan

Meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara sukarela

Secara ringkas Undang — undang harmonisasi peraturan perpajakan ( UU HPP)

merupakan salah satu bentuk upaya perbaikan regulasi perpajakan di Indonesia.

Selain itu UU HPP juga dapat dikatakan sebagai bentuk upaya agar sektor

perpajakan dapat terus meningkat pendapatannya dan membawa kebaikan untuk

pendapatan negara Indonesia untuk terus melakukan pembangunan negara.



Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2022, Sektor perpajakan menjadi
pendapatan terbesar selama 3 tahun terakhir bahkan terus meningkat. Dapat dilihat
pada gambar 1.1 bahwa penerimaan pajak dari tahun 2020 sampai 2022 terus
mengalami kenaikkan. Hal ini menunjukan bahwa pajak memiliki peran yang
penting dalam kehidupan bernegara. Penerimaan pajak merupakan sumber

pembiayaan pembangunan dan pengeluaran negara.

Satuan : Miliyar Rupiah

2022 2021 2020
N Penerimaan Perpajakan 151.000.120 137.583.270 128.513.632
mmmm Penerimaan Bukan Pajak 33.555.562 35.721.010 34.381.421
Hibah 57.990 2700.00.00 1.883.282

Sumber : Data BPS

Gambar 1. 1 Realisasi Pendapatan Negara dalam Satuan Miliar Rupiah

Peningkatan pendapatan sektor perpajakan memiliki keterkaitan dengan tingkat
kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak menjadi perhatian khusus bagi
Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak DJP
melakukan Reformasi perpajakan dan berfokus terhadap lima pilar reformasi yaitu,
organisasi, sumber daya manusia, basis data dan teknologi informasi, proses bisnis

serta peraturan perundang-undangan (Mimi & Mulyani, 2022)



Menurut (Yosefin & Anjelika, 2022)disebutkan bahwa reformasi perpajakan
dilakukan bertujuan agar mampu mencapai tingkat kepatuhan pemenuhan
kewajiban perpajakan secara sukarela juga memiliki kepercayaan pada sistem
administrasi perpajakan. Salah satu bentuk reformasi perpajakan yang dilakukan

DJP yaitu tentang tata cara pengisian dan penyampaian SPT.

Bendaharawan instansi pemerintah sebagai Wajib Pajak menjadi salah satu fokus
dalam pelaksanaan reformasi perpajakan yang berbentuk pelayanan secara digital.
Dalam peraturan jenderal pajak Nomor Per-17/PJ/2021 disebutkan bahwa untuk
melakukan pemotongan/pemungutan pajak, instansi pemerintah diharuskan untuk
membuat bukti potong atas transaksi dan mulai menggunakan e- Bupot Unifikasi
instansi pemerintah. E- Bupot Unifikasi merupakan sebuah software yang tersedia
pada website DJP. SPT Unifikasi termasuk ke dalam SPT Masa bagi pemotong
atau pemungut pajak dalam melaporkan pemotongan atau pemungutan sesuai

dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku.

Munculnya E- Bupot unifikasi merupakan bentuk dari salah satu bentuk reformasi
perpajakan adalah IT dan basis data. Sistem administrasi perpajakan di Indonesia
yang cukup beragam membuat pemerintah khususnya DJP meluncurkan E- Bupot
Unifikasi. Sesuai dengan namanya “Unifikasi” yang dapat berarti penyatuan atau
penyempurnaan, E- Bupot unifikasi menjadi bentuk penyatuan untuk
menyelesaikan administrasi perpajakan dengan bebagai pasal pajak sekaligus.

Penggunaannya diatur dalam peraturan jenderal pajak Nomor Per-17/PJ/2021 dan
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mulai wajib di gunakan pada bulan April tahun 2022. Namun untuk penggunaannya

telah dapat di gunakan sejak akhir tahun 2021.

Sebelum munculnya e-bupot Unifikasi sistem administrasi perpajakan indonesia
dilakukan menggunakan aplikasi yang berbeda untuk tiap pasalnya. Misalnya untuk
melakukan kewajiban perpajakan pada pasal 22 seorang bendahara harus membuat
bukti potong dengan menggunakan E-SPT Masa PPh 22, lalu untuk penyetoran
pajak harus membuat kode biling dengan menggunakan website E-Billing dan
pelaporan menggunakan E-SPT PPh masa 22. Hal tersebut dianggap membuat
prosedur lebih rumit dan lambat untuk proses administrasi perpajakan terutama jika

kewajiban perpajakan yang akan dilakukan terdiri atas beberapa pasal.

E — Bupot Unifikasi merupakan bentuk pembaruan dari aplikasi perpajakan.
Sebelum adanya e- bupot unifikasi wajib pajak menggunakan aplikasi E-Spt masa
PPh 21/26, E- Spt masa PPh 22, E- Spt Masa PPh 23, E- Spt Masa PPh 4 ayat (2)
dan E- Spt Masa PPh 15. Pembuatan bukti potong serta palaporan pajak dengan
pasal yang berbeda beda membutuhkan waktu yang lama namun dengan munculnya
e-bupot unifikasi yang dapat mempersingkat waktu dalam memenuhi kewajiban

perpajakan dengan akses hanya dengan satu aplikasi.

Dinas koperasi dan UKM Provinsi Lampung merupakan instansi pemerintahan
yang wajib menggunakan e- Bupot Unifikasi. Sebelumnya instansi pemerintah
dalam melaksanakan kegiatan perpajakan menggunakan beberapa aplikasi. Dengan

adanya e-Bupot Unifikasi instansi pemerintah tidak perlu lagi menggunakan banyak
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aplikasi untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. E- Bupot unifikasi juga
memberikan kepastian hukum mengenai status bukti pemotongan juga
meningkatkan kepatuhan instansi pemerintah dalam pelaporan SPT dan pembuatan

bukti potong pajak.

Pelaksanaan kewajiban perpajakan bagi instansi pemerintah yang sudah tidak perlu
pergi ke kantor pajak atau melakukan pelayanan tatap muka membuat kemudahan
bagi bendaharawan. Namun dengan demikian adanya pelayanan secara online tak
lepas dari kendala. Kendala dalam melakukan pembuatan bukti potong dan
pelaporan SPT menggunakan e- bupot unifikasi antara lain, Kendala jaringan yang
lambat, terlalu banyak user yang mengakses website, hingga kendala dalam device
yang digunakan. SPT Unifikasi instansi pemerintah merupakan SPT Masa yang

berarti pelaporan nya memiliki tempo pada tanggal 20 pada masa pajak berikutnya.

Dalam pelaksanaannya instansi pemerintah berarti memiliki kemungkinan dalam
keterlambatan pembuatan bukti potong dan juga pelaporan SPT Unifikasi. Dari
beberapa penjelasan diatas penulis melakukan penelitian terhadap Dinas koperasi
dan UKM Provinsi lampung mengenai kesesuaian penggunaan e- bupot unifikasi
dibanding aplikasi perpajakan sebelumnya serta tingkat kepatuhan pelaporan pajak

unifikasi pada Dinas koperasi dan UKM Provinsi Lampung.

1.2 Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis merumuskan

masalah yaitu sebagai berikut:
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1.Bagaimana tata cara pembuatan bukti potong dan pelaporan SPT
Unifikasi yang sesuai dengan PER-17/PJ/2021 dan PER-24/PJ/2021
2.Apakah e- bupot unifikasi lebih efektif dari aplikasi perpajakan
sebelumnya.

3.Bagaimana tingkat kepatuhan Dinas koperasi dan UKM Provinsi

Lampung terhadap pajak unifikasi.

1.3 Tujuan Penulisan Laporan Akhir
Berdasarkan latar belakang serta rumusan masalah, maka tujuan dalam penulisan

laporan akhir ini yaitu:
1.Mengetahui kesesuaian prosedur pembuatan bukti potong dan pelaporan
SPT Unifikasi bagi bendaharawan instansi pemerintah dengan PER-
17/PJ/2021 dan PER-24/PJ/2021
2.Mengetahui tingkat keefektifan pemakaian aplikasi e-bupot Unifikasi bagi
instansi pemerintah
3.Mengetahui tingkat kepatuhan Dinas koperasi dan UKM Provinsi

Lampung terhadap pajak unifikasi.

1.4 Manfaat dan Kegunaan laporan Akhir
Dalam penulisan tugas akhir ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat bagi

pihak terkait yaitu sebagai berikut:

1. Bagi Akademisi

Penulis berharap penulisan tugas akhir ini akan dapat menambah pengetahuan
berdasarkan pengalaman dalam mengobservasi kegiatan penggunaan aplikasi e-

bupot unifikasi bagi bendaharawan instansi pemerintah. Selain itu juga diharapkan
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tugas akhir ini dapat menjadi referensi bagi mahasiswa dan masyarakat umum
terkait penggunaan aplikasi e- bupot unifikasi dalam pemenuhan kewajiban

perpajakan bagi bendaharawan instansi pemerintah.

2. Bagi Dinas koperasi dan UKM Provinsi Lampung
Penulis berharap tugas akhir ini mampu menjadi masukan serta bahan evaluasi bagi
dinas koperasi dan UKM Provinsi Lampung dalam pemenuhan kewajiban

perpajakannya yang menggunakan e-bupot Unifikasi.



BAB Il
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Dasar Hukum Pajak Penghasilan Unifikasi

Pajak penghasilan Unifikasi yang kemudian disingkat menjadi PPh Unifikasi
memiliki dasar hukum dalam penerapannya. Pada saat ini penerapan PPh Unifikasi
diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2021 tentang
Bentuk Dan Tata Cara Pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Serta
Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian, Dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa
Pajak Penghasilan Unifikasi. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-
24/PJ/2021 merupakan hasil pembaharuan dari peraturan Peraturan Dirjen Pajak
Nomor PER-20/PJ/2019 dan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-23/PJ/2020.
Dalam pelaksanaannya instansi pemerintah merupakan salah satu wajib pajak yang
memiliki kewajiban pada PPh Unifikasi. Kegiatan perpajakan instansi pemerintah
yang berkaitan dengan PPh Unifikasi diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal
Pajak Nomor PER-17/PJ/2021 tentang Bentuk Dan Tata Cara Pembuatan Bukti
Pemotongan Dan/Atau Pemungutan Pajak, Serta Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian,
Dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Bagi Instansi Pemerintah.

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2021 pasal 13 ayat 2
disebutkan bahwa kegiatan kewajiban perpajakan PPh unifikasi dapat dilaksanakan
sejak masa pajak januari tahun 2022 namun secara wajib mulai dilaksanakan pada
masa pajak april 2022. Selanjutnya juga disebutkan dalam PER-17/PJ/2021 pasal 2

ayat 1 bahwa bendaharawan pemerintah diharuskan untuk membuat bukti pungut
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atau potong pajak, menyerahkan bukti potong tersebut kepada pihak yang
bersangkutan dan melaporkannya kepada DJP dengan SPT masa bagi instansi
pemerintah. Pembaruan peraturan perpajakan tersebut dilakukan dengan tujuan
kepastian hukum serta meningkatkan pelayanan dan kemudahan kepada Wajib
Pajak Instansi Pemerintah dalam pembuatan bukti pemotongan dan/atau
pemungutan pajak serta penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak
Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Instansi Pemerintah atau
Surat Pemberitahuan Masa Unifikasi Instansi Pemerintah, diperlukan pengaturan
atas bukti pemotongan dan/atau pemungutan pajak serta Surat Pemberitahuan Masa
serta memberikan ruang penyesuaian atas kode objek pajak penghasilan serta untuk
lebih memberikan kemudahan, kepastian hukum, dan meningkatkan pelayanan
kepada Wajib Pajak dalam pembuatan bukti pemotongan dan/atau pemungutan
Pajak Penghasilan serta penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak
Penghasilan Unifikasi.

2.2 Bendahara Pemerintah
Pada Undang — undang Rl No 1 tahun 2004 mengenai perbendaharaan negara

diatur, Bendahara merupakan setiap orang atau badan yang diberi tugas atas nama
negara atau daerah, menerima, menyimpan serta membayar atau menyerahkan uang
atau surat berharga atau barang negara maupun daerah serta bekerja pada
pemerintah atau BUMN, baik pusat atau daerah yang mengelola APBN/APBD serta
ditunjuk oleh pimpinannya untuk menjadi bendaharawan dengan SK Pengangkatan
(Pakpahan Eka Pebriani, 2018).Bendaharawan pemerintah ialah bendahara atau
seorang pejabat yang melakukan kegiatan pembayaran yang dananya berasal dari
APBN/APBD. Bendaharawan instansi pemerintah dapat terdiri dari bendahara

kantor pusat serta daerah (Dewi dkk., 2021)
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Bendaharawan pemerintah merupakan seorang pegawai di kantor pemerintahan
yang diberikan wewenang untuk dapat melaksanakan hak di bidang keuangan
dalam mengelola anggaran yang dananya diperoleh dari APBN serta sumber
lainnya. Selain itu bendahara instansi pemerintah juga menjadi salah satu wajib
pajak yang memiliki kewajiban untuk memotong, memungut dan melaporkan
perpajakan yang berkaitan dengan instansi pemerintahan di tempat bendaharawan

tersebut bekerja.

2.3 E- Bupot Unifikasi
E- Bupot unifikasi merupakan salah satu software yang dikelola oleh Direktorat

Jenderal pajak (DJP) dan berada pada website DJP Online. E- Bupot Unifikasi
dipergunakan untuk pembuatan bukti pemotongan PPh pasal 21/26 instansi
pemerintah dan PPh Unifikasi Instansi pemerintah serta digunakan untuk
melakukan kewajiban pelaporan PPh pasal 21/26 dan PPh Unifikasi Instansi
pemerintah. E- Bupot Unifikasi merupakan aplikasi yang berbasis website yang
menjadi bentuk ringkas dari aplikasi perpajakan yang berkaitan dengan pembuatan
bukti pemotongan atau pemungutan serta pelaporan pajak. E Bupot Unifikasi
disebut sebagai bentuk ringkas karena didalamnya memuat kegiatan kewajiban

perpajakan bagi beberapa pajak.

Dalam penggunaannya E- Bupot Unifikasi dibuat dalam rangka mempermudah
wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dalam satu masa
pemotong atau pemungut PPh dapat melakukan penyetoran dan pelaporan beberapa

PPh sekaligus dengan menggunakan E- Bupot Unifikasi. Kemudahan untuk
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mengakses e-bupot unifikasi juga dianggap mempercepat wajib pajak dalam

menyelesaikan kewajiban perpajakannya.

2.4 SPT Unifikasi
Berdasarkan pada peraturan terbaru tentang bentuk dan tata cara pembuatan bukti

pemotongan/pemungutan unifikasi serta bentuk, isi, tata cara pengisian, dan
penyampaian surat pemberitahuan masa pajak penghasilan unifikasi yang
dijelaskan dalam PER-24/PJ/2021, SPT Unifikasi merupakan Salah satu SPT masa
yang penggunaannya di tujukan untuk melakukan kewajiban perpajakan berupa
pemotongan atau pemungutan PPh, serta pelaporan atas kewajiban pemotongan
atau pemungutan tersebut oleh instansi pemerintah yang memiliki kewajiban
sebagai pemotong atas transaksi perpajakan.Dalam peraturan tersebut juga tertuang
tempo batas waktu penyampaian SPT Unifikasi yang penyampaiannya maksimal
dilakukan saat 20 hari setelah masa pajak tersebut berakhir. Terdapat sanksi atas

keterlambatan yaitu denda administrasi sebesar Rp. 100.000.

SPT Unifikasi merupakan bentuk ringkas dari aplikasi perpajakan sebelumnya. SPT
Unifikasi ini berbasis website. SPT Unifikasi meringkas beberapa jenis PPh yaitu,
PPh 4 ayat 2, PPh 22, PPh 23, PPh 26 serta PPh 15. Dalam pelaksanaannya
bendaharawan sebagai pelaku pemotong atau pemungut pajak melakukan
pembuatan bukti potong dan melakukan pelaporan atas transaksi yang terjadi.
Dalam pembuatan bukti potong saat ini dilakukan secara online dalam website yang

dikelola DJP yaitu e- bupot Unifikasi.



BAB Il
METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Desain penelitian dapat dikatakan sebagai sebuah rangkaian penelitian yang
dijadikan pedoman selama melakukan penelitian. Tujuan desain penelitian agar
dapat memberi pedoman dan pemahaman yang jelas dan rapi terhadap peneliti.
Metode penelitian dapat dikatakan sebagai suatu prosedur untuk memperoleh
pengetahuan baru.

Dalam bukunya (Prof.Dr. Suryana, 2010) menyebutkan 4 macam metode penelitian
yaitu :

1. Metode Eksperimen, kegiatan penelitian dalam bentuk pengujian terhadap
variabel sebagai penilaian eksperimen efektif atau tidak. Kegiatan
eksperimen dilakukan terhadap bidang eksak.

2. Metode Verifikasi, Kegiatan pengujian mengenai seberapa tercapainya
tujuan penelitian serta seberapa cocoknya harapan atau teori yang baku.
Tujuan penelitian untuk melakukan pengujian teori yang ada untuk
menyusun sebuah teori baru.

3. Metode Deskriptif, kegiatan yang dilakukan pada metode ini umumnya
untuk mencari unsur, ciri dan sifat pada suatu fenomena. Pelaksanaan
metode deskriptif dilakukan dengan teknik survei, studi kasus, studi
mengenai waktu serta gerak, analisis tingkah laku, studi komparatif dan

analisis dokumenter.
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4. Metode Historis, Kegiatan penelitian yang penelitiannya menilai kejadian
yang telah terjadi pada masa lampau. Kegiatan metode ini dilakukan
dengan tujuan adanya penemuan generalisasi dan membuat rekonstruksi
pada masa lalu dan memverifikasi bukti agar dapat tercapai penegakan

fakta untuk memperoleh suatu kesimpulan penelitian.

Selanjutnya (Prof.Dr. Suryana, 2010) Juga menyebutkan 2 macam pendekatan
penelitian yaitu, Pendekatan kualitatif dan Pendekatan kuantitatif.

Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis dalam melakukan penelitian
menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif yang
menggunakan teknik studi kasus pada suatu Kkegiatan. Penelitian ini
menggambarkan suatu kasus yang menjadi objek penelitian dengan cara melakukan
pengamatan, menganalisis dan selanjutnya disusun dalam bentuk pendeskripsian

dari hasil pengamatan kasus dalam suatu laporan.

3.2 Jenis dan Sumber data

3.2.1 Jenis data

Dalam penelitian ini jenis data yang akan diperoleh dilakukan dengan beberapa
metode penelitian antara lain:

1. Metode Kepustakaan

Pada metode ini dilakukan kegiatan mengamati dan memahami data yang dapat
diperoleh dari Peraturan perundang undangan mengenai perpajakan, Peraturan
menteri Keuangan, surat edaran Direktur Jenderal pajak, buku literatur, serta jurnal

yang memiliki kaitan dengan tema permasalahan. Pada metode ini diharapkan akan

menghasilkan pemahaman konsep serta teori yang berkaitan dengan permasalahan.
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2. Metode Observasi Partisipasi

Dalam metode ini dilakukan pengamatan atas permasalahan yang akan diteliti.
Dalam melakukan observasi ini peneliti mencari informasi kunci untuk memahami
keadaan yang sesuai dengan tema permasalahan agar muncul teori yang dapat
menjawab atas permasalahan.

3. Focus Group Discussion (FGD)

Dalam metode pengumpulan data ini dilakukan wawancara secara berkelompok
untuk mendiskusikan topik permasalahan dalam penelitian ini. Tujuannya agar
dapat memperoleh hasil evaluasi atau sebuah ilmu teori baru yang berkaitan dengan

permasalahan awal.

3.2.2 Sumber Data
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data primer dan data sekunder

1. Data Primer

Data primer akan menyajikan data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti.
Pada saat melakukan penelitian penulis memperoleh data yang diperlukan dari
bendaharawan dinas koperasi dan UKM Provinsi Lampung yaitu Pak Adi Surya.
2. Data Sekunder

Data sekunder perolehannya didapat melalui perantara atau secara tidak langsung
dengan media literatur seperti, buku, jurnal serta peraturan peraturan terkait dengan

topik permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.
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3.3. Objek Penelitian

3.3.1 Profil Singkat Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung
Dinas Koperasi dan UKM awalnya terbentuk dari Kantor Wilayah Perindustrian

dan Perdagangan serta Kantor Wilayah Koperasi. Tahun 2000 sesuai dengan
Peraturan Daerah Provinsi Lampung No. 17 Tahun 2000 tentang Tata Kerja Dinas
di Provinsi Lampung terbentuklah Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan
Perdagangan Provinsi Lampung tahun 2007, Peraturan Daerah Provinsi Lampung
Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pembentukan dan tata Kerja Dinas Koperasi, UKM,
Perindustrian dan Perdagangan menjadi Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi

Lampung dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.

Pada tahun 2009 sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung No. 13 Tahun
2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi lampung, Dinas Koperasi
dan UMKM Provinsi Lampung dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi
Lampung. Pada akhir tahun 2014 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah
Provinsi Lampung No. 4 Tahun 2014 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan
Daerah Provinsi Lampung No. 13 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja
Dinas Daerah Provinsi Lampung, Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan
Perdagangan Provinsi Lampung diubah menjadi tiga dinas yang mandiri yaitu
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro kecil dan Menengah Provinsi Lampung, Dinas

Perindustrian Provinsi Lampung serta Dinas Perdagangan Provinsi Lampung.

Dikeluarkannya Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016
Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung yang

selanjutnya diperbaharui menjadi Peraturan Daerah Provinsi Lampung No. 4 Tahun
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2019 mengenai Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung
maka berubahlah nama Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung menjadi
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung sebagai salah  satu

pengampu urusan wajib non pelayanan dasar terkait Koperasi dan UMKM.
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3.2.2 Lokasi dan Waktu Praktek Kerja Lapangan

‘ PETA PETUNJUK LOKASI DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI LAMPUNG

Sumber : Google Maps 2022
Gambar 3. 1 Peta Petunjuk lokasi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung
Penulis melaksanakan Praktek kerja lapangan pada Dinas Koperasi dan UKM
Provinsi Lampung terletak di JI. Cut Mutia No.40, Gulak Galik pada kecamatan
Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung.Dinas Koperasi
dan UKM Provinsi Lampung merupakan dinas yang menaungi koperasi dan juga

UKM yang terdaftar dalam bagian provinsi.

Waktu Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan dilakukan terhitung mulai tanggal 4

Januari sampai dengan 10 Februari tahun 2023. Pelaksanaan PKL pada dinas
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koperasi dan UKM Provinsi Lampung mengikuti jam kerja karyawan yaitu setiap

hari Senin — Jumat yang setiap harinya dimulai pada pukul 07.30 — 15.30 WIB.

3.2.3 Visi Misi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung
Visi SKPD Dinas koperasi dan UKM Provinsi Lampung mengacu dan menjadi

bagian yang tidak terpisahkan dari visi pemerintah provinsi lampung yaitu:
“Rakyat Lampung Berjaya
Misi pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung terdapat dalam Misi
Pemerintah Provinsi Lampung yang ke-5 yaitu: “Membangun kekuatan ekonomi
masyarakat berbasis pertanian dan wilayah pedesaan yang seimbang dengan
wilayah perkotaan”. Pencapaian misi dibarengi dengan komitmen dilakukan
melalui 33 agenda kerja utama yang akan dituangkan dalam program dan kegiatan
prioritas. Agenda kera utama yang terkait dengan koperasi dan UMKM adalah
sebagai berikut:
1. Mengembangkan sentra-sentra industri kreatif berbasis sumber daya dan
keunggulan lokal
2. Mengembangkan UMKM melalui penyediaan pelatihan usaha, bantuan
permodalan sehingga pendampingan usaha dan pemasaran
3. Merevitalisasi fungsi koperasi sebagai basis ekonomi kerakyatan
4. Merevitalisasi pasar tradisional (bersinergi dengan pemerintah kabupaten
dan kota).
Tujuan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung adalah penataan ruang wilayah
provinsi Lampung dengan terwujudnya pembangunan wilayah yang berwawasan
lingkungan dan berkelanjutan, berbasis pengembangan industri, ketahanan pangan

dan pariwisata menuju Provinsi Lampung Berjaya.
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3.2.4 Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung
Struktur organisasi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung yaitu:

I KEPALA DINAS |

l SEKRETARIAT
Subbag Umum Subbag Subbag
& Keuangan dan Perencanaan
Kepegawaian Aset

Bidang Bidang Pengawasan Bidang Bidang Pemberdayaan
Kelembagaan dan Pemeriksaan Pemberdayaan Usaha Kecil dan
Koperasi Koperasi Menengah

]

|

—

1
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Gambar 3. 2 Struktur Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung



BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian penulis menarik beberapa hasil kesimpulan yaitu :

1. Penggunaan E- Bupot Unifikasi

E- Bupot unifikasi pada Dinas Koperasi dan UKM Prov.Lampung belum
melaksanakan prosedur hingga selesai untuk memenuhi kewajibannya.
Pelaksanaan prosedur pelaporan SPT Masa Unifikasi tahun 2022 hingga januari
2023 belum dilaporkan karena terkendala sertifikat elektronik yang mati,
kurangnya kepahaman tata cara penggunaan e-bupot secara lengkap dan tidak
adanya komunikasi terkait Bukti penyetoran pajak dengan biro keuangan daerah.
Namun pada februari 2023 telah dilakukan pendampingan untuk sosialisasi
terkait dengan prosedur lengkap e-bupot unifikasi dan pendampingan

pelaksanaan pelaporan SPT Masa Unifikasi.

. Efektivitas Penggunaan E- Bupot Unifikasi

E- Bupot Unifikasi dinilai lebih efektif karena dalam satu aplikasi web dapat
melaksanakan beberapa kewajiban pajak dalam sekaligus dan cepat, selain itu
kemudahan perhitungan dan kelengkapan fitur juga menjadi nilai tambah untuk

penggunaan E- Bupot Unifikasi.
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3. Kepatuhan Pajak Unifikasi Dinas Koperasi dan UKM Prov.Lampung
Dalam Hal kepatuhan penyetoran pajak Dinas Koperasi yang diwakili Biro
keuangan Daerah sebagai penyetor memiliki persentase kepatuhan sebesar 85%
namun dalam hal kepatuhan pelaporan SPT Masa Unifikasi pada tahun 2022

sangat buruk karena dalam satu tahun tidak ada 1 masa pun yang dilaporkan.

5.2 Saran
Adapun saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung
Seluruh Bendahara Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung untuk dapat
mengingat tanggal batas penyetoran pajak unifikasi dan pelaporan pajak
unifikasi agar tidak tidak terjadi keterlambatan dalam melakukan kewajibannya.
Selain itu pemeriksaan kelengkapan dokumen untuk melaksanakan kewajiban
pajak harus dilakukan secara berkala agar lebih mudah dalam melakukan

pelaporan pajak.

2. Bagi Universitas Lampung
Pelaksanaan PKL sebagai salah satu cara agar mahasiswa dapat memiliki
pengalaman nyata dalam bekerja lebih baik jika di imbangi dengan ketepatan
waktu dalam pelaksanaan PKL yang tentunya disaat perusahaan ataupun dinas

sudah memiliki program kerja yang akan dilaksanakan.
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3. Bagi Pemerintah
Penerimaan sektor pajak menjadi sektor yang unggul dalam pendapatan negara.
Bersamaan dengan hal tersebut pemerintah khususnya DJP harusnya mampu
untuk mengimbangi kegiatan sosialisasi perpajakan terhadap masyarakat

terutama bagi bendahara yang memiliki kewajiban khusus dalam perpajakan.
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